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Abstract: Ilmu Falak sudah lama dijadikan mata kuliah pendukung Fikih Munakahat namun belum ditemukan secara jelas signifikansi dukungannya terhadap kompetensi utama Program Studi Hukum Keluarga Islam tersebut. kajian ilmu Falak berbasis Fikih Munakahat secara spesifik belum banyak dilakukan, sehingga kajian ini menjadi penelitian yang memberikan kebaruan baik dalam disiplin ilmu Falak maupun Fikih Munakahat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka dengan pendekatan normatif-astronomis. Data primer adalah kitab-kitab fikih munakahat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan ketentuan waktu dalam kitab fikih munakahat terkait usia baligh, usia hadlanah, masa iddah, masa ihdad, dan masa radla’ah menggunakan sistem penanggalan qomariyah (hijriyah). Ketentuan waktu masa iddah di Kompilasi Hukum Islam harus disesuaikan karena belum menggunakan ketentuan bulan dan tahun Qamariyah. Dari perspektif ilmu falak, penentuan usia baligh, hadlanah, dan radla’ah dapat menggunakan metode konversi kalender Masehi ke Hijriyah secara Urfi. Adapun penentuan masa iddah dan ihdad dapat menggunakan metode perhitungan kalender hijriyah hakiki kontemporer dan metode urfi. 
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A. Latar Belakang
Ilmu falak sebagai salah satu mata kuliah wajib ditempuh di Program Studi Hukum Keluarga Islam. Makna dari mata kuliah wajib adalah bahwa mata kuliah tersebut mendukung capaian pembelajaran lulusan program studi. Selain itu, mata kuliah yang wajib ditempuh berarti memiliki keterkaitan dengan kompetensi utama program studi. Mata kuliah utama program studi Hukum Keluarga Islam di Perguruan Tinggi Keislaman adalah Fikih Munakahat, atau yang sering disebut dengan Hukum Keluarga Islam itu sendiri.[footnoteRef:1] [1:  Munawir Pasaribu, ‘Pembelajaran Ilmu Falak Di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara’, Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan, 2020 <https://doi.org/10.30596/jam.v6i2.5251>.] 

Sebagai mata kuliah yang terkait dengan mata kuliah utama program studi Hukum Keluarga Islam, substansi materi-materi Ilmu Falak yang diajarkan harus memiliki hubungan dengan substansi Fikih Munakahat sebagai mata kuliah kompetensi utama. Hubungan kedua mata kuliah ini harus tampak jelas dalam materi-materi perkuliahan, baik yang masih direncanakan dalam RPS maupun yang diberikan dalam kelas perkuliahan.[footnoteRef:2] [2:  Agus Solikin, ‘Dampak Perkuliahan Praktikum Hisab Awal Waktu Salat Dan Arah Kiblat Terhadap Kehidupan Beragama Mahasiswa’, Didaktis: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Pengetahuan, 19.3 (2019) <https://doi.org/10.30651/didaktis.v19i3.3412>.] 

Kejelasan hubungan kedua materi ini penting bagi mahasiswa untuk menyadari bahwa mata kuliah yang akan mereka pelajari memang diperlukan untuk memantabkan kompetensi utama Program Studi mereka. Ketidakjelasan hubungan yang tertuang dalam materi bisa berimbas kepada kurang seriusnya mahasiswa mempelajari mata kuliah ilmu Falak ini. Hal ini mempengaruhi tingkat keberhasilan capaian pembelajaran mata kuliah ilmu Falak itu sendiri.[footnoteRef:3] [3:  Mursyid Fikri dan Baharuddin, ‘TRANSFORMASI PEMBELAJARAN ILMU FALAK DI ERA INDUSTRI (Application and Inspiring Learning Methods)’, BIDAYAH: STUDI ILMU-ILMU KEISLAMAN, 12.2 (2022) <https://doi.org/10.47498/bidayah.v12i2.671>.] 

Materi ilmu Falak yang diajarkan di Prodi Hukum Keluarga Islam di Perguruan tinggi keislaman setidaknya meliputi 5 tema besar, yaitu: 1) kedudukan ilmu Falak terhadap hukum Islam,[footnoteRef:4] 2) waktu shalat,[footnoteRef:5] 3) arah kiblat, 4) hisab Urfi Kalender Hijriyah dan Masehi, dan 5) Penentuan awal bulan Hijriyah dengan hisab hakiki.[footnoteRef:6] Dari kelima tema besar tersebut, pada substansi materi yang diberikan, belum ada yang menggambarkan keterkaitan ilmu Falak dengan Fikih Munakahat sebagai mata kuliah kompetensi utama.[footnoteRef:7] Hal ini dapat dilihat pada rencana pembelajaran semester dan buku-buku ajar ilmu falak yang digunakan. [4:  Abdullah Ibrahim, Ilmu Falak: Antara Fiqih Dan Astronomi, ed. by 1, 1st edn (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2017).h. xii]  [5:  Solikin.]  [6:  Siti Tatmainul Qulub, ‘Integrasi Astronomi Dalam Ilmu Falak Di PTAI Dan Pondok Pesantren’, Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam, 21.2 (2018) <https://doi.org/10.15642/alqanun.2018.21.2.296-318>.]  [7:  Mohd. Kalam Daud, Ilmu Falak Praktis, ed. by Mursyid Djawas, 1st edn (Aceh Besar: Sahifah, 2019).h. 4] 

Materi yang menggambarkan hubungan ilmu Falak dengan hukum Islam hanya sampai pada penjelasan ijtihad di aspek penentuan zaman dan makan dalam ranah fikih ibadah. Materi-materi selanjutnya bahkan secara jelas menggambarkan keterkaitan ilmu falak dengan Fikih Ibadah, seperti arah kiblat, waktu shalat, dan penentuan awal bulan Hijriyah.[footnoteRef:8] [8:  Arwin Juli Rakhmadi, ‘Ilmu Falak Dan Perannya Dalam Beberapa Cabang Fikih’, Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam, 8.2 (2016), 13 <https://doi.org/10.30596/intiqad.v8i2.29>.] 

Sebagai mata kuliah wajib, seharusnya materi-materi Ilmu Falak, atau setidaknya salah satu tema yang diajarkan memang yang ada hubungannya dengan Fikih Munakahat. Hal ini dimaksudkan agar tujuan mata kuliah ilmu Falak sebagai pendukung mata kuliah kompetensi utama Program Studi dapat dicapai. Potensi penyisipan materi ilmu Falak yang terintegrasi dengan Fikih Munakahat dapat ditemukan pada tema kedudukan Ilmu Falak dalam Hukum Islam. Hal ini karena keduanya bisa dihubungakan pada aspek normatif pada tema tersebut, meskipun pada kenyataannya hal ini belum pernah disajikan baik pada Rencana Pembelajaran Semester maupun materi-materi yang diberikan di dalam kelas perkuliahan.
Anggapan yang selama ini terbangun adalah bahwa Ilmu Falak memang digunakan untuk ijtihad pada ranah fikih Ibadah,[footnoteRef:9] tidak untuk fikih munakahat atau fikih lainnya. Ilmu Falak dipelajari karena tuntutan kesarjanaan hukum Islam, yang salah satu aspek pengabdiannya adalah kegiatan-kegiatan falakiyah, seperti pelayanan penentuan arah kiblat, pembuatan jadwal waktu shalat, dan penentuan awal bulan Hijriyah. Ilmu Falak dipelajari hanya karena penyuluh agama dituntut untuk memberikan pelayanan keagamaan di semua bidang, dan sebab salah satu materi tes calon Hakim adalah tentang ilmu Falak. Meskipun begitu, hingga saat ini, ketika dikonfirmasi keterkaitan ilmu falak dengan substansi Fikih Munakahat, referensi ilmu falak yang diajarkan tidak menampakkan hal tersebut. [9:  Kementerian Agama, Ilmu Falak Praktik (Jakarta: Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, 2015).h.3] 

Ketika dikonfirmasi ke para calon sarjana hukum Islam (baca: mahasiswa), mereka juga tidak bisa menemukan keterkaitan ilmu Falak dengan Fikih munakahat tersebut. Pada saat ditanya sebabnya, jawabannya adalah karena referensi-referensi ilmu falak yang ada memang tidak memberikan informasi keterkaitan tersebut. Di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Bengkulu, misalnya, para mahasiswa seluruhnya tidak bisa menemukan dan menjelaskan keterkaitan tersebut. 
Apa yang telah diuraikan di atas menjadi sebab anggapan bahwa mata kuliah Ilmu Falak adalah mata kuliah yang terpisah dari kompetensi utama Program Studi Hukum Keluarga Islam di Perguruan Tinggi Keislaman di Indonesia, yang mata kuliah utamanya adalah Fikih Munakahat. Kesalahpahaman ini merupakan masalah akademik Program Studi Hukum Keluarga Islam di Perguruan Tinggi Keislaman yang serius. Hal ini karena anggapan tersebut dapat menyebabkan ketidakseriusan upaya mempelajari mata kuliah ilmu Falak.
Di sisi lain, Fikih Munakahat sendiri jika ditelusuri lebih dalam, terdapat banyak hal yang dalam substansinya terkait ijtihad penentuan aspek waktu. Ijtihad ini tentunya membutuhkan peran Ilmu Falak di dalamnya. Di antara hal yang membutuhkan ijtihad terkait penentuan waktu adalah materi terkait hadlanah, wilayah, talak, iddah, ihdad, radla’ah, dan nafkah. Penjelasan falakiyah terkait hal ini belum pernah tersampaikan dalam referensi-referensi ajar ilmu Falak yang ada. Hanya ada satu referensi yang menyatakan bahwa ilmu falak memiliki keterkaitan dengan penentuan masa iddah, yaitu buku Ilmu Falak Praktis karya Abdul Salam Nawawi. Meskipun begitu, penjelasannya hanya sebuah pernyataan keterkaitan tanpa menguraikan lebih jelas dan rinci.[footnoteRef:10] [10:  Abdul Salam Nawawi, Ilmu Falak Praktis: Waktu Salat. Arah Kiblat Dan Kelender Hijriah: Buku Perkuliahan Program S-1 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya (Surabaya: IAIN Press, 2015).h. 13] 

Ada beberapa faktor yang diasumsikan sebagai sebab belum tersentuhnya aspek Fikih Munakahat pada kajian ilmu Falak. Faktor pertama adalah karena materi Ilmu Falak memang lebih difokuskan pada aspek perhitungan penentuan arah kiblat, waktu shalat, dan awal bulan. Hal ini karena ketiga aspek ini yang sering bersinggungan langsung dengan kehidupan umat Islam, terutama pada aspek ibadah shalat, zakat, puasa, dan haji. Faktor kedua adalah karena belum adanya kajian spesifik perhitungan falakiyah fikih Munakahat. Belum adanya kajian ini diasumsikan karena anggapan jauhnya keterkaitan Ilmu Falak dengan Fikih Munakahat, sehingga tidak perlu ada kajian ilmu Falak pada aspek Fikih Munakahat.
 Pada dasarnya, penentuan waktu dalam Ilmu Falak adalah untuk keseluruhan aktifitas syariat Islam, tanpa terkecuali. Sebagaimana firman Allah SWT tentang hilal yang menjelaskan bahwa hilal adalah tanda-tanda waktu bagi manusia. Ayat tentang hilal ini disampaikan secara umum, artinya penentuan awal bulan tidak sekedar untuk aktifitas puasa, zakat, dan haji, melainkan untuk semua aspek kehidupan manusia. Berdasarkan hal ini, maka Ilmu Falak juga memiliki peran sebagai alat ijtihad penentuan waktu dalam Fikih Munakahat. Untuk itu, dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam, perlu tambahan materi terkait penentuan waktu dalam Fikih Muanakaht tersebut dalam mata kuliah Ilmu Falak.
Berdasarkan analisis dialogis keterkaitan antara Ilmu Falak dengan Fikih Munakahat di atas, kajian tentang Ilmu Falak yang berbasis pada materi-materi Fikih Munakahat sangat penting untuk dilakukan. Argumentasi urgensi kajian ini adalah: 1) kebutuhan untuk segera memberikan pemahaman para mahasiswa Hukum Keluarga Islam tentang hubungan erat antara Ilmu Falak dan Fikih Munakahat, 2) kebutuhan melengkapi materi perkuliahan Ilmu Falak yang spesifik kepada aspek penentuan waktu dalam Fikih Munakahat, dan 3) kebutuhan memperjelas kedudukan Ilmu Falak dalam hukum Islam terutama Fikih Munakahat.
Ada beberapa identifikasi masalah dari tema besar penelitian Ilmu Falak berbasis Fikih Munakahat tersebut. Pertama adalah tema apa saja dalam Fikih Munakahat yang terkait dengan penentuan waktu. Kedua yaitu fikih ketentuan waktu dalam Fikih Munakahat. Adapun yang ketiga merupakan analisis ijtihad falakiyah terhadap penentuan waktu dalam Fikih Munakahat. Masalah pertama dan kedua memerlukan jawaban dari perspektif fikih munakahat. Sedangkan masalah ketiga dapat dikaji pada perspektif ilmu falaknya.
Adapun argumentasi menariknya penelitian ini dilakukan dapat dijelaskan pada beberapa pernyataan berikut ini. Pertama, Ilmu Falak yang sudah sejak lama dijadikan mata kuliah pendukung Fikih Munakahat namun belum ditemukan secara jelas signifikansi dukungannya terhadap kompetensi utama Program Studi Hukum Keluarga Islam tersebut. Kedua, kajian ilmu Falak berbasis Fikih Munakahat secara spesifik belum banyak dilakukan, sehingga kajian ini menjadi penelitian yang memberikan kebaruan baik dalam disiplin ilmu Falak maupun Fikih Munakahat.
Ada beberapa urgensi penelitian Ilmu Falak berbasis Fikih Munakahat ini. Pertama, penelitian ini penting untuk mengungkap aspek-aspek waktu dalam Fikih Munakahat yang erat kaitannya dengan Ilmu Falak. Temuan dari hal ini dapat dijadikan sebagai bahan pembaharuan terhadap pengembangan pemikiran Ilmu Falak terkait kedudukannya dalam ijtihad penentuan waktu dan tempat dalam hukum Islam. 
Kedua, penelitian ini penting untuk memperjelas keterkaitan ilmu falak dengan Fikih Munakahat sebagai mata kuliah inti Program Studi Hukum Keluarga Islam. Temuan terhadap hal ini dapat dijadikan sebagai bahan pengembangan materi perkuliahan yang akan diberikan kepada Mahasiswa, selain juga untuk penambahan wawasan masyarakat pada umumnya.
Ketiga, hasil penelitian ini penting untuk memperbaiki kebijakan perguruan Tinggi Agama Islam terkait pengembangan kurikulum bagi Program Studi Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Hal ini karena permasalahan ketidaktampakan keterkaitan Ilmu Falak dengan Substansi Fikih Munakahat juga menjadi kendala akademik di perguruan tinggi agama Islam lainnya.
Secara akademik, penelitian ini dapat memberikan sumbangsih kebaruan informasi terkait kedudukan ilmu falak dalam Hukum Keluarga Islam. Informasi akademik ini dapat dijadikan sebagai pembaharuan pemikiran baik dalam Ilmu Falak maupun Fikih Munakahat. Dalam ilmu falak, kontribusinya bisa berupa sisipan materi penelitian ini ke dalam materi perkuliahan Ilmu Falak di perguruan Tinggi Islam. Begitu juga, hasil penelitian ini dapat meenjadi pertimbangan pembaharuan Hukum Keluarga Islam terutama aspek-aspek yang terkait dengan penentuan waktu.

B. Literatur Review
1. Tema-Tema Fikih Munakahat Terkait Aspek Penentuan Waktu
Di antara tema-tema Fikih Munakahat di atas, terdapat topik kajian hukum yang berkaitan dengan aspek penentuan waktu. Topik-Topik Fikih Munakahat yang terkait dengan aspek penentuan waktu antara lain adalah topik tentang Baligh, Talak, Iddah, Ila’, Ihdad, Hadlanah, Nafkah, dan Kandungan.[footnoteRef:11]  [11:  Ahmad Ibn Abdullah Ibn Muhammad Al-Farih, Ahkam Al-Ahillah Wa Al-Atsar Al-Mutarattabah ’Alaiha (Beirut: Dar Ibn al-Jauzi, 1429).h. 219] 

a. Iddah
Iddah, masa menunggu bagi istri, adalah wajib dalam hukum Islam.[footnoteRef:12] Ada beberapa manfaat iddah, di antaranya adalah: 1) terbebasnya rahim perempuan dari tercampurnya air mani dari dua lelaki atau lebih dalam satu rahim. 2) memberikan penghormatan dan pemuliaan terhadap akad nikah, 3) memberikan kesempatan rujuk kepada istri dan suami yang bercerai dengan talak raj’i, 4) memberikan penghormatan kepada suami yang bercerai dengan istri dengan cerai mati, dan 5) memiliki kewaspadaan terhadap suami yang baru.[footnoteRef:13] [12:  Fatihatul Anhar Azzulfa and Afnan Riani Cahya A., ‘Masa Iddah Suami Istri Pasca Perceraian’, Al-Mizan, 17.1 (2021) <https://doi.org/10.30603/am.v17i1.1959>.]  [13:  Ahmad Khoiri and Asyharul Muala, ‘IDDAH DAN IHDAD BAGI WANITA KARIR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM’, JIL: Journal of Islamic Law, 1.2 (2020) <https://doi.org/10.24260/jil.v1i2.71>.] 

Secara global wanita yang menjalani masa iddah terbagi menjadi dua: (1) wanita yang menjalani masa iddah karena ditinggal wafat suami, dan (2) wanita yang menjalani masa iddah bukan karena ditinggal wafat, seperti dicerai, baik yang sudah bergaul suami-istri ataupun belum. Masing-masing dari keduanya terbagi lagi menjadi dua keadaan, pertama dalam keadaan hamil dan kedua tidak dalam keadaan hamil. Kemudian kondisi tidak hamil terbagi lagi menjadi dua: haid dan tidak haid.[footnoteRef:14] [14:  Gamal Achyar and Hayatun Hasanah, ‘Penyimpangan ‘iddah Perceraian Pada Masyarakat Gunung Meriah Aceh Singkil (Analisis Menurut Perspektif Islam)’, Samarah, 3.2 (2019) <https://doi.org/10.22373/sjhk.v3i2.4395>.] 

Dengan memperhatikan sebab dan kondisinya, maka wanita yang menjalani masa iddah secara umum terbagi menjadi enam kondisi: (1) wanita yang ditinggal wafat suami dan dalam keadaan hamil, (2) wanita yang ditinggal wafat suami dan tidak dalam keadaan hamil, (3) wanita yang dicerai suami dalam keadaan hamil, (4) wanita yang dicerai suami, tidak dalam keadaan hamil, sudah pernah bergaul suami-istri, dan sudah/masih haid, (5) wanita yang dicerai tidak dalam keadaan hamil, sudah pernah bergaul suami-istri, dan belum haid atau sudah berhenti haid (menopouse), (6) wanita yang dicerai namun belum pernah bergaul suami-istri. Hanya saja oleh para ulama, bagian terakhir ini seringkali tidak dimasukkan ke dalam pembagian utama wanita yang beriddah.[footnoteRef:15]  [15:  Riyan Erwin Hidayat, ‘PENDAPAT IMAM MAZHAB TENTANG HAK ISTRI PADA MASA IDDAH TALAK BA’IN DAN RELEVANSINYA DENGAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA’, Istinbath : Jurnal Hukum, 15.1 (2018) <https://doi.org/10.32332/istinbath.v15i1.1123>.] 

Adapun rincian masa iddah masing-masing dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Masa iddah Perempuan
	No.
	Jenis Wanita
	Kondisi
	Masa Iddah

	1
	wanita yang ditinggal wafat suami
	Hamil
	Hingga melahirkan

	2
	wanita yang ditinggal wafat suami
	Tidak hamil
	4 bulan 10 hari

	3
	wanita yang dicerai suami
	Hamil
	Hingga melahirkan

	4
	wanita yang dicerai suami
	· Tidak hamil
· sudah pernah bergaul suami istri
· sudah/masih haid
	3 kali quru’ (suci)

	5
	wanita yang dicerai suami
	· tidak hamil
· sudah pernah berbagul suami istri
· belum haid/sudah berhenti haid
	3 bulan 

	6
	wanita yang dicerai suami
	· belum pernah begaul suami istri
	Tidak ada masa iddah



Bulan yang dijadikan patokan adalah bulan Hijriyah. Dalam tabel 1, perhitungan masa iddah yang melibatkan bulan Hijriyah adalah masa iddah wanita yang ditinggal wafat suai dalam kondisi tidak hamil (4 bulan 10 hari) dan masa iddah wanita yang dicerai suami dalam keadaan tidak hamil, sudah pernah bergaul, dan belum atau berhenti haid (3 bulan).[footnoteRef:16]  [16:  Arifin Abdullah and Delia Ulfa, ‘Kedudukan Izin Rujuk Suami Dalam Masa ‘iddah (Analisis Perspektif Hukum Islam)’, Samarah, 2.2 (2018), 417 – 432 <https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i2.4746>.] 


b. Hadlanah
Musthafa al-Khin dari kalangan ulama Syafi‘iyah mendefinisikan bahwa hadhanah sebagai bentuk merawat orang yang belum mampu mandiri mengurus dirinya, termasuk mendidik dan memenuhi berbagai kebutuhannya. hikmah atau tujuan pensyariatan hadhanah adalah mengatur tanggung jawab yang berhubungan dengan perawatan dan pendidikan anak kecil setelah orang tuanya berpisah, berselisih, atau kesulitan ekonomi. Sehingga, ketika pengasuhan anak ini diabaikan hanya karena terjadi perceraian atau perselisihan di antara kedua orang tuanya, pun tidak ada pihak yang peduli atas pengasuhannya, maka telah terjadi kezaliman yang besar. Dengan kata lain, syariat mengatur bahwa pengasuhan anak tidak terpengaruh dengan perceraian, perseteruan, dan perselisihan apa pun yang terjadi di antara para wali anak tersebut.[footnoteRef:17]  [17:  Adelina Nasution and Ismail Fahmi Arrauf Nasution, ‘Customary Law Approaches to Ḥaḍānah Disputes in Aceh: Arguments and Social Implications’, Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah, 21.2 (2021), 257 – 278 <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85126759121&partnerID=40&md5=19f90a26865326e96d57ddb0e66f4bd5>.] 

Masa pengasuhan ini berakhir hingga usia tamyiz. Lewat dari usia tamyiz tidak lagi disebut pengasuhan atau hadhanah, tetapi disebut kafalah. Terdapat berbagai pendapat mengenai batasan usia tamyiz dalam hal hadanah ini. Batasan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:[footnoteRef:18] [18:  R Che Soh and N A Hak, ‘Application of Maslahah (Interest) in Deciding the Right of Hadanah (Custody) of a Child: The Practice in the Syariah Court of Malaysia’, Journal of Applied Sciences Research, 7.SPECIAL ISSUE (2011), 2182–88 <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84857425020&partnerID=40&md5=eb994b5083ad895e444ee99253e12c5e>.] 



Table 2. Batas Usia Hadlanah
	No
	Mazhab Fikih
	Batas Usia Hadlanah

	1
	Mazhab Hanafi, Syafi’i, Hambali
	7-8 tahun

	2
	Mazhab Maliki
	Usia Baligh



c. Radla’ah
Radla’ah didefinisikan sebagai sampainya air susu seorang perempuan ke dalam perut seorang bayi yang umurnya tidak lebih dari dua tahun (24 bulan).[footnoteRef:19] Radha’ah merupakan hak anak sekaligus kewajiban kedua orang tua dalam menjalankan amanah titipan Tuhan.[footnoteRef:20] Radla’ah juga menjadi salah satu sebab diharamkannya pernikahan antara saudara sepersusuan.[footnoteRef:21] Masa sempurna pemberian radla’ah menurut al-Quran adalah 2 (dua) tahun sempurna.[footnoteRef:22] [19:  Mawardi Mawardi, ‘Konsep Radha’ah Dalam Fiqih’, Jurnal An-Nahl, 8.1 (2021) <https://doi.org/10.54576/annahl.v8i1.26>.]  [20:  Vevi Alfi Maghfiroh, ‘DISKURSUS RADHA’AH DAN HADHANAH BERPERSPEKTIF GENDER’, Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak, 2.2 (2020) <https://doi.org/10.24235/equalita.v2i2.7426>.]  [21:  Sopian Adinata STIS Hidayatullah Balikpapan and Ahmad Rifai STIS Hidayatullah Balikpapan, ‘Kadar Radha’ah Sebagai Sebab Keharaman Nikah (Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi’i Dan Imam Malik)’, Wasathiyah : Jurnal Studi Keislaman, 2.1 (2021).]  [22:  Nurfitriani, ‘KONSEP AL-QUR’AN DAN HADIS TENTANG RADHA’AH DAN HADHANAH PERSPEKTIF GENDER’, Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum, 6.1.772 (2022).] 

Wahbah Zuhaily menjelaskan bahwa syarat susuan yang menjadikan mahram itu ada 2 (dua). Pertama adalah usia bayi yang menyusu maksimal 2 (dua) tahun. Kedua adalah ukuran susuan bayi adalah sebanyak lima kali susuan. Ketentuan waktu yang menggunakan tahun dan bulan adalah menggunakan tahun dan bulan hijriyah, maka ketentuan masa menyusui juga menggunakan perhitungan tahun hijriyah. 
d. Baligh
Baligh didefinisikan sebagai sampainya seorang anak pada batas ia mulai diberi pembebanan hukum syari’at (taklif).[footnoteRef:23] Dalam kitab Kasyifatus Saja, Syaikh Nawawi Al-Bantani secara singkat padat memaparkan tiga tanda baligh. Pertama, Sempurnanya umur lima belas tahun berlaku bagi anak laki-laki dan perempuan dengan menggunakan perhitungan kalender hijriah atau qamariyah. Seorang anak—baik laki-laki maupun perempuan—yang telah mencapai umur lima belas tahun ia telah dianggap baligh meskipun sebelumnya tidak mengalami tanda-tanda baligh yang lain.  [23:  Nuramanah Amalia, ‘KONSEP BALIGH DALAM ALQURAN DAN IMPLIKASINYA PADA PENENTUAN USIA NIKAH MENURUT UU PERKAWINAN’, Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, 8.1 (2021) <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v8i1.17317>.] 

Kedua, tanda baligh kedua adalah keluarnya sperma (ihtilam) setelah usia sembilan tahun secara pasti menurut kalender hijriyah meskipun tidak benar-benar mengeluarkan sperma, seperti merasa akan keluar sperma namun kemudian ia tahan sehingga tidak jadi keluar. Keluarnya sperma ini menjadi tanda baligh baik bagi seorang anak laki-laki maupun perempuan, baik keluar pada waktu tidur ataupun terjaga, keluar dengan cara bersetubuh (jima’) atau lainnya, melalui jalannya yang biasa ataupun jalan lainnya karena tersumbatnya jalan yang biasa. 
Ketiga, haid atau menstruasi yang menjadi tanda baligh hanya bagi seorang perempuan, tidak bagi seorang laki-laki. Ini terjadi bila umur anak perempuan tersebut telah mencapai usia sembilan tahun secara perkiraan, bukan secara pasti, dimana kekurangan umur sembilan tahunnya kurang dari enam belas hari menurut kalender hijriyah. Bila ada seorang anak yang hamil pada usia tersebut, maka tanda balighnya bukan dari kehamilannya tetapi dari keluarnya sperma sebelum hamil. Secara ringkas, batas usia baligh dapat dilihat pada table berikut:

Table 3. Tanda Baligh
	No
	Tanda
	Jenis Kelamin

	1
	15 tahun Qamariyah
	Laki-laki dan perempuan

	2
	Ihtilam
	Laki-Laki dan Perempuan

	3
	Haid setelah 9 tahun Qamariyah
	Perempuan



e. Ihdad
Ihdad adalah perbuatan wanita yang menjalani masa iddah karena ditinggal mati suaminya[footnoteRef:24], dengan menanggalkan perhiasan untuk menghindari mubasyarah (interaksi) dengan lelaki yang berkemungkinan akan menjalin hubungan peminangan (khitbah) dan pernikahan.[footnoteRef:25] Ihdad merupakan tindakan prefentif agar tidak ada lelaki yang melamarnya, agar terhindar dari perbuatan nista (zina), agar wanita itu juga terhindar dari tergesa-gesa menikah kembali karena ia masih dalam keadaan iddah (berkabung).[footnoteRef:26]  [24:  Muhammad Yalis Shokhib, ‘DIALEKTIKA IHDAD DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) BERADASARKAN ASAS PROPORSIONALITAS’, Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies, 4.1 (2022) <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v4i1.4279>.]  [25:  Hairul Ulum and STIS, ‘Analisis Komparatif Perspektif KHI Dan Fiqih Imam Syafi’i Tentang Hukum Ihdad Bagi Perempuan’, Qolamuna, 4 (2018).]  [26:  Khoiri and Muala.] 

Masa Ihdad sama dengan masa iddah perempuan yang ditinggal mati suaminya, yaitu 4 bulan 10 hari. Permulaan Ihdad adalah setelah wafatnnya suami.[footnoteRef:27] Dalam kitab al-ahwal al-syakhshiyyah karya Muhammad Abu Zahrah, merujuk pada kitab-kitab fikih ulama salaf, disebutkan bahwa perhitungan 4 bulan 10 hari ini menggunakan perhitungan bulan yang diawali dengan hilal (bulan qamariyah). [27:  Dedisyah Putra, ‘KONSEP ‘URF DAN IMPLEMENTASINYA PADA IHDAD WANITA KARIER’, El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga, 2.2 (2019) <https://doi.org/10.22373/ujhk.v2i2.7576>.] 


2. Metodologi Ijtihad Penentuan Waktu Perspektif Fikih Falak
Abdul Salam Nawawi merumuskan metodologi Ijtihad penentuan mawaqit dalam ilmu falak. Metodologi ini mengintegrasikan aspek astronomi dan aspek fikih. Secara ringkas, petunjuk al-Quran dan Hadis Nabi mengarah pada metodologi ijtihad perspektif fisika Astronomi. Dalam penjelasannya, ia menyebutkan bahwa Fisika merupakan konstruksi ilmu yang berdiri di atas data pengamatan (rukyat) yang dikaji secara kritis kemudian dibuatkan kesimpulan rasionalnya. Dalam ilmu Fisika, spekulasi tidak memiliki tempat. Hal ini karena seluruh pernyataan harus dikuatkan oleh pembuktian eksperimental atau observasional, atau dapat juga ditunjukkan kebenarannya secara tidak langsung dengan perhitungan sistematis.
Pernyataan Abdul Salam Nawawi yang menjelaskan bahwa kebenaran penentuan mawaqit harus dibuktikan secara observasional (rukyat) sampai ke kesimpulan kebenarannya yang dibuktikan secara matematis (hisab) tersebut mengisyaratkan kepada empat tahapan kegiatan pokok dalam Ilmu Fisika. Keempat kegiatan pokok tersebut adalah observasi (ru’yah), pengukuran (kuantifikasi), analisis, dan kesimpulan.[footnoteRef:28] [28:  Nawawi. h. 22] 

Observasi dilaksanakan kepada objek alam yang hendak diketahui kelakuan dan sifatnya. Observasi ini tidak bisa diwakili dengan kegiatan mengkhayal, kecuali jika ada dukungan dari hasil perhitungan matematis yang diuraikan dari sifat-sifat dan kelakukan alam lainnya yang sudah diketahui. Kemudian pengukuran (kuantifikasi) merupakan aktifitas pengukuran secara kuantitatif, tidak kualitatif. Besaran yang bisa diukur disebut dengan besaran Fisis. Jika pada suatu proses alam terdapat beberapa besaran fisis yang saling berhubungan, maka keterkaitan antar besaran fisis tersebut bisa diformulasikan dalam rumusan matematik. Data-data yang sudah dikumpulkan dari hasil kuantifikasi besaran-besaran fisis tersebut lalu dianalisa secara kritis, kemudian hasilnya dievaluasi dengan penalaran yang benar untuk memperoleh kesimpulan rasional. Keempat tahapan kegiatan ini merupakan pola aktifitas ilmiah para ahli falak yang di antara peruntukannya adalah penentuan aspek tempat dan waktu secara kuantitatif.[footnoteRef:29] [29:  Nawawi. h. 22-23] 

Penentuan waktu dalam konteks hari, bulan, dan tahun, syariat Islam menjadikan hilal sebagai acuan perhitungan.[footnoteRef:30] Terdapat berbagai macam metode dalam menentukan awal bulan dengan hilal sebagai acuannya.[footnoteRef:31]  [30:  Siti Tatmainul Qulub, ‘Telaah Kritis Putusan Sidang Itsbat Penetapan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia Dalam Perspektif Ushul Fikih’, Al-Ahkam, Volume 25,.April (2015).]  [31:  Miftahul Ulum, ‘FATWA ULAMA NU (NAHDLATUL ULAMA) DAN MUHAMMADIYAH JAWA TIMUR TENTANG HISAB RUKYAT’, Jurnal Keislaman, 1.2 (2021) <https://doi.org/10.54298/jk.v1i2.3369>.] 

1. Pertama adalah penentuan awal bulan dengan rukyatul hilal (melihat hilal). Metode ini menghendaki hilal sudah bisa dilihat atau mungkin bisa dilihat jika kondisi mendung.[footnoteRef:32]  [32:  Ma’dinal Ihsani, ‘KEBERAGAMAN KRITERIA BERBAGAI ORMAS DI INDONESIA DALAM MENENTUKAN HILAL’, ELFALAKY, 5.1 (2021) <https://doi.org/10.24252/ifk.v5i1.23942>.] 

2. Kedua adalah penentuan awal bulan dengan menyempurnakan jumlah hari dalam satu bulan menjadi 30 hari. Metode ini digunakan Ketika hilal tidak tampak pada saat diobservasi dan ketinggiannya tidak memungkinkan untuk dilihat.[footnoteRef:33]  [33:  Syamsul Anwar, ‘Unified Islamic Calendar in the Perspective of Islamic Legal Philosophy’, Al-Jami’ah, 54.1 (2016) <https://doi.org/10.14421/ajis.2016.541.203-247>.] 

3. Ketiga adalah penentuan awal bulan dengan menggunakan hisab, tanpa observasi. Metode ini menghendaki suatu kriteria tertentu pada diri hilal, sehingga hilal memenuhi syarat sebagai tanda awal bulan Qamariyah. Setidaknya terdapat dua kriteria hilal, yaitu wujud al-hilal dan imkan al-rukyah.[footnoteRef:34] [34:  Ahmad Adib Rofiuddin, ‘Dinamika Sosial Penentuan Awal Bulan Hijriah Di Indonesia’, Istinbath, 18.2 (2019).] 


C. Metodologi Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif kepustakaan. Riset ini akan menelusuri materi-materi hukum dalam fikih munakahat yang memiliki ketentuan tempat atau waktu dalam pelaksanaannya, baik dalam literatur klasik maupun literatur modern. Hasil penelurusan kepustakaan terkait ketentuan waktu tersebut kemudian dianalisis dari perspektif ilmu Falak, sehingga dapat diketahui secara jelas peran ilmu falak terhadap aspek ketentuan waktu dalam fikih Munakahat tersebut. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah normatif-astronomis. Pendekatan normatif untuk mengkaji dari perspektif hukum Islamnya. Sedangkan pendekatan astronomis untuk mengkaji dari perspektif ilmu falaknya.
Data primer penelitian ini yaitu: kitab-kitab fikih klasik, kitab-kitab fikih modern, dan buku-buku fikih Munakahat. Di antara kitab fikih modern yang akan dikaji adalah kitab al-ahwal al-syakhshiyyah karya Muhammad Abu Zahrah dan kitab Ahkam al-Ahwal al-Syakhshiyyah karya Abdul Wahhab Khalaf. Adapun kitab Fikih Klasik yang dikaji adalah kitab fikih dari empat mazhab. Data sekunder penelitian ini yaitu data-data kepustakaan terkait informasi analisa-analisa hukum dalam Fikih Munakahat. Selain itu, data pendukung juga diperoleh dari peraturan perundang-undangan terkait hukum perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Data pendukung juga berupa hasil observasi di beberapa perguruan tinggi Islam terkait objek penelitian ini.
Metode Pengumpulan Data menggunakan dokumentasi, interview, dan observasi. Aplikasi Teknik dokumentasi adalah peneliti menggali dan mengumpulkan dokumen-dokumen atau catatan terkait aspek penentuan waktu dalam Fikih Munakahat di Kitab-kitab fikih. Dokumen dan catatan itu kemudian dikaji dengan pendekatan sesuai karakteristik permasalahan di dalamnya. Dokumentasi juga digunakan untuk mengumpulkan data dari beberapa perguruan tinggi Islam yang menjadikan ilmu falak sebagai mata kuliah di kurikulum Program Studi Hukum Keluarga Islam. Peneliti kemudian melaksanakan wawancara ke pihak-pihak yang memiliki kompetensi untuk memberi informasi data untuk penelitian ini, yaitu para pemuka agama, cendekiawan muslim, dan sarjana syariah. Teknik yang dipakai adalah purposive sampling. Artinya peneliti menentukan kriteria khusus narasumber yang memiliki kompetensi dalam penelitian ini. Di antara kriterinya adalah para akademisi hukum Islam dan para praktisi hukum Islam.  Lalu peneliti melakukan observasi untuk memperoleh data terkait faktor-faktor belum tampaknya hubungan antara Ilmu Falak dengan Fikih Munakahat. Observasi juga dilakukan untuk memetakan pemahaman mahasiswa terkait hubungan kedua ilmu tersebut. Observasi berikutnya dipakai untuk menganalisis fenomena respons mahasiswa terhadap ilmu falak yang diajarkan di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah di beberapa perguruan tinggi islam, setelah dilakukan FGD penelitian ini.
Teknik Pengolahan Data yang digunakan adalah editing, coding, dan tabulasi. Editing dilaksanakan setelah tahap pengumpulan data penelitian. Peneliti akan memeriksa data yang telah dikumpulkan terkait topik-topik fikih munakahat berikut cabang-cabangnya yang memiliki ketentuan waktu. Coding yaitu mengelompokkan data penelitian dengan memberikan kode pada setiap jawaban. Peneliti memperoleh data valid terkait ketentuan-ketentuan waktu atau tempat pada masalah-masalah hukum di Fikih  Munakahat.  dengan cara pemberian kode dalam setiap temuan data penelitian. Tabulasi dilakukan dengan pembuatan tabel-tabel data yang telah diberikan kode berdasarkan kebutuhan analisis penelitian. Penulis akan menganalisis dan menyimpulkan data terkait ketentuan-ketentuan waktu atau tempat pada topik-topik Fikih Munakahat berikut cabang-cabang permasalahannya dengan cara pembuatan tabel. 
Metode Analisis Data yang digunakan adalah analisis secara induktif-deduktif. Secara induktif, data-data temuan dari kitab-kitab fikih dianalisis dan dibuat kesimpulan rasionalnya. Secara deduktif, data-data tersebut dikaji dari perspektif kaidah-kaidah falakiyah. Analisis juga akan dilakukan secara komparatif ketika ditemukan pendapat-pendapat yang berbeda terkait penentuan aspek waktu dalam hukum-hukum perbuatan di Fikih Munakahat tersebut.

D. Result and Discussion
1. Fikih Ketentuan Waktu Dalam Literatur Fikih Munakahat
Fikih Ketentuan waktu yang akan dikaji dalam bagian ini adalah yang berhubungan dengan perhitungan hari, bulan, dan tahun. Aspek waktu yang dibatasi permulaan dan akhirnya dengan perbuatan, tidak dianalisis dalam artikel ini, misalnya masa iddah perempuan yang hamil yang ditentukan berakhirnya masa iddah sampai ia melahirkan. Berdasarkan penelusuran pada bagian teori di depan, terdapat beberapa ketentuan waktu yang dipaparkan dalam bagian ini, yaitu: 1) batas usia baligh, 2) masa hadlanah, 3) masa iddah bagi perempuan yang ditinggal wafat suami dan tidak hamil, 4) masa iddah wanita yang dicerai suami dengan kondisi tidak hamil, sudah pernah bergaul suami istri, dan	sudah atau masih haid, 5) masa ihdad, dan 6) masa radla’ah.

a. Batas Usia Baligh
Terdapat beberapa pendapat tentang sampainya anak kepada usia baligh, sehingga ia menjadi mukallaf.[footnoteRef:35] Pendapat pertama mengatakan bahwa tanda baligh dengan usia adalah Ketika seorang anak, baik laki-laki maupun perempuan, telah genap berusia 15 tahun Qamariyah. Pendapat ini dipilih oleh para ulama mazhab syafi’i, mazhab hambali, dan Abu Yusuf dari mazhab Hanafi. Pendapat kedua, yaitu pendapat ulama Malikiyah, mengatakan bahwa baligh dengan usia ditandai dengan genapnya usia 18 tahun. Adapun pendapat ketiga menyatakan bahwa usia baligh bagi laki-laki adalah genap usia 18 tahun dan usia baligh bagi perempuan adalah genap usia 17 tahun.[footnoteRef:36] [35:  Ibnu Amin and others, ‘The Concept of Baligh Perspective of Fiqh and Positive Law’, Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, 7.2 (2022) <https://doi.org/10.29240/jhi.v7i2.5268>.]  [36:  Muhammad Abu Zahrah, Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1950) <https://ia800209.us.archive.org/25/items/FP33427/33427.pdf>.] 

Ketentuan tahun yang dimaksud dalam usia baligh di atas adalah tahun qamariyah dengan hilal sebagai acuan awal bulannya. Hal ini sebagaimana disampaikan al-Subki dalam kitab fatawinya, ketika menafsirkan kata ahillah pada surat al-Baqarah ayat 189, bahwa mawaqit (waktu-waktu) yang membutuhkan pada hilal adalah miqat shalat ide, zakat, zakat fitrah, puasa ramadlan, puasa ayyam al-bidh, puasa asyura, kemakruhan puasa setengah terakhir bulan Sya’ban, puasa enam hari syawal, mengetahui usia kambing, unta, dan sapi, i’tikaf, haji, wukuf, kurban, akikah, baligh, musaqah, ijarah, luqathah, kaffarah, dhihar, iddah, radla’ah, dan mengetahui awal bulan”.[footnoteRef:37] [37:  Al-Farih.] 

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak disebutkan secara jelas batasan usia baligh seorang anak. Definisi baligh sendiri adalah batas usia minimal seorang anak menjadi orang mukallaf, yang mendapat kewajiban melaksanakan perintah dan menjauhi larangan syariat. Di dalam KHI pasal 98 ayat 1 hanya disebutkan bahwa usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun. Dalam pasal 107 ayat 1 juga disebutkan bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun. Begitu juga dalam pasal 194 ayat 1 disebutkan bahwa Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga. Dalam HKI juga disebutkan batasan usia anak masih yang mumayyiz, yaitu 12 tahun. Anak yang berumur belum 12 tahun terhitung belum mumayyiz.
Dalam Hukum Islam, baligh dijadikan sebagai batas awal seseorang menjadi cakap hukum (ahliyah al-ada’) meskipun secara usia belum dikatakan dewasa. Jika dipahami, usia 21 tahun yang disampaikan dalam KHI terdapat dalam beberapa aspek, yaitu perkawinan, perwalian, wasiat, hibah, dan batas mendapat hadanah. Berdasarkan ini bisa diasumsikan bahwa usia 21 tahun dipandang sebagai batas usia dewasa seseorang yang cakap hukum, bukan usia baligh. Hal ini bisa dilihat juga pada ketentuan usia minimal diizinkan menikah yang tidak sampai 21 tahun.
 Tentang perhitungan tahun yang dijadikan acuan, karena tidak ada penjelasan, maka bisa dipahami bahwa yang digunakan adalah perhitungan tahun Masehi, bukan tahun Qamariyah. Hal ini karena sistem kalender nasional yang digunakan pemerintah adalah kalender Masehi, maka KHI juga diduga kuat menggunakan Kalender Masehi sebagai acuan perhitungan usia.
Dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, batas usia baligh juga tidak di jelaskan. Karena itu, maka usia baligh di UU Perkawinan tahun 1974 diasumsikan mengikuti ketentuan baligh pada kitab-kitab fikih. Begitu juga dengan ketentuan baligh pada KHI. Hal ini bisa dimengerti karena baligh tidak hanya berkaitan dengan aspek pernikahan, wasiat, hibah, dan lain-lain, tapi juga pada aspek ibadah. Dalam aspek ibadah, seseorang tidak perlu menunggu usia 21 tahun untuk melaksanakan kewajiban dalam aspek ibadah. 
Secara rngkas, ketentuan fikih batas usia baligh dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Batas Usia Baligh
	No.
	Kitab Fikih
	KHI

	1
	15 tahun Qamariyah
	Mazhab Syafi’i, Mazhab Hambali, Abu Yusuf dari Mazhab Hanafi
	-

	2
	18 tahun Qamariyah
	Mazhab Maliki
	-

	3
	18 tahun Qamariyah bagi laki-laki, 17 tahun Qamariyah bagi perempuan
	-
	-


b. Masa Hadlanah
Batas akhir masa hadlanah menurut para ulama mutaqaddimun adalah pada saat seorang anak mencapai usia yang tidak membutuhkan pendampingan dari wali perempuan lagi. Hal ini ditandai dengan anak tersebut bisa mampu melakukan sendiri hal-hal seperti makan, minum, memakai baju. Kemudian batas hadlanah untuk anak perempuan adalah ketika ia sudah mengalami haid. Penjelasan tentang batas masa hadlanah ini kemudian berkembang kepada penentuan usia hadlanah dengan tetap mendasarkan pada prinsip kemandirian seorang anak.[footnoteRef:38] Berikut beberapa pendapat tentang masa hadlanah: [38:  Zahrah.] 

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa masa hadlanah pada dasarnya berbeda-beda sesuai dengan kondisi anak dan ibu yang mengasuhnya. Pada prinsipnya hadlanah berakhir ketika anak yang diasuh sudah bisa mandiri tanpa bantuan pengasuhan ibunya. Mengenai usianya, terdapat dua pendapat, yaitu pertama hadlanah berakhir ketika usia anak 7 (tujuh) tahun, dan kedua ketika berusia 9 (sembilan) tahun. Namun yang difatwakan di mazhab hanafi adalah usia 7 tahun. Adapun untuk anak perempuan, jika pengasuhnya adalah ibu atau neneknya, maka masa hadlanahnya sampai ia baligh. Jika pengasuhnya bukan ibu atau neneknya, maka hadlanahnya berakhir pada batas usia yang bisa menimbulkan syahwat (murahiq), yaitu sekitar usia 9 tahun.[footnoteRef:39]  [39:  Zahrah.] 

Mazhab Maliki juga membedakan hadlanah anak laki-laki dan anak perempuan. Batas usia hadlanah anak laki-laki adalah 7 tahun, sebagaimana mazhab Hanafi. Adapun batas akhir hadlanah anak perempuan adalah hingga ia menikah.[footnoteRef:40] Mazhab Syafii berpendapat bahwa masa hadlanah anak laki-laki dan perempuan adalah hingga usia 7 (tujuh) atau 8 (delapan) tahun. Pada usia ini, seorang anak sudah bisa dikatakan mumayyiz. [40:  Wahbah Zuhayli, ‘Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu’, Damascus: Dar Al-Fikr, 1997.] 

Mazhab Hanbali menyamakan masa hadlanah anak laki-laki dan perempuan, yaitu hingga usia 7 tahun. Akan tetapi mazhab Hanbali menambahkan pendapatnya bahwa setelah selesai hadlanah di usia 7 tahun, anak laki-laki diberi kebebasan memilih tetap diasuh atau tidak, sedangkan anak perempuan harus dikembalikan kepada Ayahnya.[footnoteRef:41] [41:  Zuhayli.] 

Usia hadlanah juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 156 ayat 1 KHI menyebutkan bahwa anak mendapatkan hadlanah sebelum usia mumayyiz. Usia mumayyiz menurut KHI adalah 12 tahun, sebagaimana disebutkan di pasal 105 KHI. 
Perhitungan tahun yang digunakan adalah tahun yang mengacu pada hilal, yaitu tahun qamariyah, karena syariat Islam dibangun dengan ketentuan tahun qamariyah. Secara ringkas, batas usia hadlanah dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 5. Batas Usia Hadlanah
	No
	Mazhab
	Usia Hadlanah

	
	
	Laki-Laki
	Perempuan

	1
	Hanafi
	7 tahun
	· Baligh (jika yang mengasuh ibu/nenek)
· Murahiq (9 tahun) jika yang mengasuh selain ibu/nenek

	2
	Maliki
	7 tahun
	Hingga menikah

	3
	Syafi’i
	Mumayyiz (7-8 tahun)
	7-8 tahun

	4
	Hanbali
	7 tahun
	7 tahun

	5
	KHI
	Mumayyiz (12 tahun)
	Mumayyiz (12 tahun)



c. Masa Iddah 
Terdapat dua macam masa iddah yang dikaji dalam penelitian ini. Pertama, perempuan yang suaminya meninggal dunia dan dalam keadaan tidak hamil, masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Kedua, perempuan yang dicerai suami dengan kondisi tidak hamil, sudah pernah bergaul suami istri, dan tidak atau belum haid, masa iddahnya 3 bulan.[footnoteRef:42] Acuan perhitungan masa iddah adalah bulan qamariyah yang awal bulannya ditandai dengan hilal. Dalam bulan qamariyah, satu bulan terdiri dari 29 atau 30 hari[footnoteRef:43]  [42:  Zahrah.]  [43:  Zahrah.] 

Adapun di KHI, masa iddah isteri yang putus perkawinan karena kematian suami, waktu tunggunya adalah 130 hari. Sedangkan masa iddah isteri yang putus perkawinan karena perceraian dan sudah pernah bergaul serta tidak atau belum haid adalah 90 hari. Acuan perhitungan jumlah hari yang digunakan KHI sepertinya tidak mengacu pada perhitungan bulan Qamariyah. Hal ini bisa tampak pada perolehan jumlah 130 hari. Jika yang dimaksud adalah 130 merupakan uraian dari 4 bulan 10 hari, maka 4 bulan terhitung 30 hari dikali 4 kali. Ini artinya satu bulan ditetapkan 30 hari oleh KHI, padahal perhitungan versi urfi pun untuk bulan qamariyah adalah 29 dan 30 hari secara bergantian.
KHI menambahkan lagi masa iddah isteri yang putus perkawinan karena perceraian dan dalam kondisi menyusui adalah 1 tahun. Bila dalam waktu 1 tahun ia Kembali haid, maka masa iddahnya menjadi 3 kali suci. Tidak disebutkan perhitungan 1 tahun yang dimaksud itu adalah 1 tahun qamariyah atau syamsiyyah. 
Lebih jelasnya bisa dilihat pada table berikut:
Table 6. Masa iddah yang berupa waktu (hari dan bulan)

	No.
	Jenis Wanita
	Kondisi
	Masa Iddah
	

	
	
	
	Kitab Fikih
	KHI

	1
	wanita yang putus perkawinan kaena kematian suami
	Tidak hamil
	4 bulan 10 hari
	130 hari

	2
	wanita yang putus perkawinan karena perceraian
	· tidak hamil
· sudah pernah berbagul suami istri
· belum haid/sudah berhenti haid
	3 bulan 
	90 hari



d. Masa Ihdad
Masa Ihdad sama dengan masa iddah perempuan yang ditinggal mati suaminya dalam kondisi tidak hamil, yaitu 4 bulan 10 hari.[footnoteRef:44] Permulaan Ihdad adalah setelah wafatnnya suami.[footnoteRef:45] Perhitungan 4 bulan 10 hari ini menggunakan perhitungan bulan yang diawali dengan hilal (bulan qamariyah).[footnoteRef:46] KHI tidak menyebutkan masa ihdad. Hal ini bisa dipahami karena masa ihdad sama dengan masa iddah. Acuan perhitungan masa ihdad ini juga menggunakan perhitungan bulan qamariyah. Awal bulan qamariyah ditandai dengan hilal.  [44:  Zahrah.]  [45:  Putra.]  [46:  Zuhayli.] 


e. Radla’ah
Masa sempurna menyusui adalah haulaini kamilaini, genap dua tahun atau 24 bulan.[footnoteRef:47] perhitungan dua haul ini juga menggunakan perhitungan bulan qamariyah. Masa radla’ah ini harus dipahami karena ada dua hal penting terkait radla’ah. Pertama adalah radla’ah merupakan hak nak yang harus dipenuhi orang tua. Kedua yaitu radla’ah merupakan salah satu sebab dilarangnya melakukan pernikahan karena masih saudara sepersusuan. Radla’ah merupakan kewajiban dari ibu.[footnoteRef:48] Adapun kewajiban ayah adalah memberikan nafkah terhadap ibu akan kewajiban menyusuinya tersebut.[footnoteRef:49] [47:  Siti Rohmatul Ummah, ‘MEMAHAMI MAQASHID ASY-SYARIAH PADA AYAT RADHAâ€TMAH PERSPEKTIF KEADILAN GENDER’, Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS), 3.1 (2021) <https://doi.org/10.33474/jas.v3i1.11057>.]  [48:  Adinata STIS Hidayatullah Balikpapan and Rifai STIS Hidayatullah Balikpapan.]  [49:  Zahrah.] 


1. Ketentuan Waktu dalam Literatur Fikih Munakahat Perspektif Ilmu Falak
a. Penentuan usia baligh perspektif Ilmu Falak
Penentuan baligh dengan usia ini dilakukan Ketika tanda baligh lainnya seperti ihtilam dan haid tidak dialami oleh seorang anak. Sebagaimana dipaparkan pada bagian hasil, dipahami bahwa terdapat tiga versi usia baligh, yaitu 15 tahun, 18 tahun, dan 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan. Yang dimaksud dengan “tahun” dalam usia baligh adalah tahun hilaliyah atau tahun qamariyah, bukan tahun syamsiyyah (Masehi). 
Berdasarkan hal ini, ada beberapa yang harus diperhatikan oleh orang tua dalam menandai usia baligh anaknya Ketika tanda-tanda baligh lainnya belum muncul. Pertama, adalah mengkonversikan tanggal lahir yang pada umumnya ditulis di akta kelahiran dengan tahun Masehi kepada tanggal lahir dengan tahun Hijriyah atau Qamariyah. Hal ini karena terdapat selisih 11 atau 12 antara tahun Hijriyah dan tahun Masehi. Pada saat anak berusia 15 tahun Masehi, maka sebenarnya dia telah berusia lebih dari 15 tahun dalam versi tahun hijriyah. Hal ini tentunya mempengaruhi masa status anak sebagai mukallaf. 
Hal kedua yang harus diperhatikan adalah penggunaan metode perhitungan konversi dari Masehi ke Hijriyah. Setidaknya terdapat dua metode, yaitu metode urfi (rata-rata) dan metode hakiki kontemporer. Dalam perhitungan usia, antara metode urfi dan hakiki kontemporer tidak terdapat selisih yang siginifikan. Hal ini karena jumlah hari dalam satu tahun baik urfi maupun hakiki kontemporer adalah 254 (basithah) dan 255 hari  (kabisah). Artinya cukup bagi orang tua menggunakan metode urfi dalam menentukan usia baligh anaknya.
Sebagai contoh, seorang anak Bernama Qomar lahir di kota Bengkulu pada tanggal 08 Juni 2023. Jika dihitung menggunakan kalender Masehi, maka usia 15 tahun akan jatuh pada tanggal 08 Juni 2038 Masehi. Namun dalam perhitungan kalender Qamariyah, usia 15 tahun anak telah tiba terlebih dahulu sebelum tanggal 08 Juni 2038. Jika selisih Masehi dan Hijriyah adalah dibuat rata 11 hari, maka usia 15 tahun Qamariyahnya lebih awal 165 hari dari tanggal 08 Juni 2038. Hal ini tentu mempengaruhi statusnya sebagai mukallaf. Jika tahun qamariyah tidak diperhatikan, hanya menggunakan tahun masehi, maka ada 165 hari yang terlewatkan oleh anak untuk mengerjakan kewajibannya sebagai mukallaf. 
Cara yang praktis menentukan usia baligh setelah mengkonversi tanggal lahir Masehi ke tanggal Hijriyah adalah dengan menjumlahkannya ke 15 tahun ke depan. Misalnya dalam contoh di atas, konversi 08 Juni 2023 ke Hijriyah adalah 18 Zulqo’sudah 1444 H. Artinya, usia baligh Qomar 15 tahun ke depan akan jatuh pada tanggal 18 Zulqa’dah 1459 H. Ilustrasi penentuan usia baligh bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Perhitungan Usia Baligh Sesuai Ketentuan Fikih
	Versi
	Tanggal Lahir Masehi
	Konversi Tanggal Lahir ke Hijriyah
	Usia Baligh
	

	1
	08 Juni 2023
	18 Zulqa’dah 1444 H
	18 Zulqa’dah 1459 H
	15 tahun

	2
	08 Juni 2023
	18 Zulqa’dah 1444 H
	18 Zulqa’dah 1462 H
	18 tahun

	3
	08 Juni 2023
	18 Zulqa’dah 1444 H
	18 Zulqa’dah 1461 H
	17 tahun
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